


11. YODBEN SILITONGA, S.H.
12. BENNY HUTABARAT, S.H.
13. FAJRI SAFl'I, S.H.

14. RIKARDUS SIHURA, S.H.

15. ELVA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
16. P.S. JEMM Y MOKOLENSANG, S.H.
17. ARMY MULYANTO, S.H.
18. MULYADI MARKS P HILLIAN, S.H., Bil., M.Si
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.

31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.

32. FRENGKY ADI NUGROHO, S.H.
33. HILDEA S YAFITRI, S.H.

34. ANAS ZUHUD HIDAYATULLAH, S.H.
35. RANTO FERDINAN OKTOABRI, S.H.
36. RUDI ZAINAL SIHOMBING, S.H.
37. DWI NATAL NGAI SANTOSO SINAGA, S.H., M.H.
38. RANTO SIBARANI, S.H.
39. RINTOWELL DOMINGGO SIHOMBING, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada "SADAN BANTUAN HUKUM DAN 

ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT POI PERJUANGAN" yang beralamat di Jalan 

Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, 

bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai 

"Pemohon". 

Terhadap: 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Hutatoruan VI, 

Kee. Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411, Selanjutnya disebut 

sebagai "Termohon". 

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal 

Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Galon Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan 

Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang 

diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB. 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang­

Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah

Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022
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selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara 

tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"; 

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan

suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara

Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah

Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli

Utara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) pada pokoknya

menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061

Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 diumumkan Termohon pada

hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB;

c. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember

2024 yang diumumkan pad a hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17 .00 WIB

tersebut diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6

Desember 2024 Pukul 22.30 WIB;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan

Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang­

undangan.
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111.KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan Pemohon dalam perkara

perselisihan hasi/ Pemilihan adalah: a. pasangan ca/on Gubemur dan Wakil

Gubemur; b. pasangan ca/on Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan ca/on

Walikota dan Wakil Wa/ikota; atau d. pemantau pemilihan dalam ha/ hanya terdapat

satu pasangan ca/on;

b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat

sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun

2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara

Nomor 1225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 Bertanggal 22 September 2024;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara

Nomor 1226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 Bertanggal 23

September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati Dan Wakil

Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016,

Peserta Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan

ketentuan:

Perbedaan Perolehan Suara 

No. Jumlah Penduduk 
Berdasarkan Penetapan Perolehan 

Suara Hasil Pemilihan oleh KPU 
Kabupaten/Kota 

1 s 250.000 2% 2% 

2 > 250.000- 500.000 1,5% 

3 > 500.000 - 1.000.000 1% 

4 > 1.000.000 0,5% 

e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dengan jumlah penduduk ± 329.252 jiwa.

f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara

Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 tersebut

perolehan suara sah para pasangan calon adalah sebagai berikut:
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No. Urut Pasangan Galon 
Perolehan 

Suara 
Satika Simamora, S.E., M.M., dan 58.643 

1 
Sarlandy Hutabarat, S.H. 

Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., 105.505 

2 M.Si, dan

Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng. 

Selisih 46.862 

Total suara sah 164.148 

g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh

KPU Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar 164.148 suara, sehingga perbedaan

perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % x 164.148 suara

(total suara sah) = 2.462,22 suara.

h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Galon

Nomor Urut 2 adalah sebesar 46.862 suara.

i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Galon Nomor

Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur,

sistematis dan masif berupa:

1) Money Politic.

2) Tidak Netralnya ASN dan/atau Polri.

3) Penyelenggara Pemilu (KPUD) dan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kabupaten)

yang tidak professional dan memihak salah satu Pasangan Galon.

4) lntimidasi kepada Kepala-kepala Desa.

j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda

pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di

antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVl/2018

bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan

Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan

Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota

Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama

dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat

formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016

adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide
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Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, 

Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, 

Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, 

Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, 

Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, 

Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan 

Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. 

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan 

Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki

kedudukan hukum dan cukup beralasan untuk dilakukan penundaan keterpenuhan

syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan

Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebelum dibuktikan bersama-sama

dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tapanuli Utara Tahun 2024.

W. POKOKPERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon,

perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No . Urut Nama Pasangan Calon 
Perolehan 

Suara 
Satika Simamora, S.E., M.M., dan 

1 
Sarlandy Hutabarat, S.H. 

58.643 

Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., 

2 M.Si, dan 105.505 

Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng. 

Selisih 46.862 
Total suara sah 164.148 

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan 

suara sebanyak 58.643 suara. 

2. Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut di atas menurut Pemohon 

diperoleh dari proses yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang 

Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang:-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (selanjutnya 

disebut UU PILKADA), dan peraturan perundang-undangan lainnya. in casu: 

Pasa/73 
(1) Ca/on danlatau tim Kampanye dilarang menjanjikan danlatau memberikan

uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan
danlatau Pemilih.

(2) Ca/on yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi
administrasi pembatalan sebagai pasangan ca/on o/eh KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Ca/on atau Pasangan Ca/on, anggota Partai Politik, tim kampanye,
dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan
perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara
langsung ataupun tidak Jangsung untuk:
i. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
ii. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan

suara tidak sah; dan
iii. mempengaruhi untuk memilih ca/on tertentu atau tidak memilih ca/on

tertentu.
(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

3. Adapun pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis

dan masif tersebut adalah sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini:

A. TERSTRUKTUR

1) Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan PJ Bupati Tapanuli

Utara Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap

a. Bahwa Pj Bupati sebelumnya adalah Kepala Dinas Perijinan yang

diangkat tahun 2015 dan di non job kan 2016 karena Pelanggaran Kode

EtikASN. Dimana Pasion 01 atas nama Satika Simamora S.E pada tahun

2014-2019 merupakan istri dari Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan

periode 2014-2019 dan 2019-2024

b. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 Pj Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma

Sihombing, S.sos., M.Ap melakukan kegiatan senam massal Bersama

yang dihadiri Kapoi res Tapanuli Utara Ernis Sitinjak dan Dandim 021 orru

Letkol (Inf) Saiful Rizal, S.Hub.lnt dan Jonius Taripar Parsaoran

Hutabarat (JTP) yang merupakan Bakal Calon Bupati Tapanuli Utara di
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Taman Kata Tarutung yang dihadiri Masyarakat Tapanuli Utara. (vide 

Bukti P-... ) 

c. Bahwa pada tanggal 16 Juni -Agustus 2024 Pj Bupati Tapanuli Utara Dr.

Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap menyelenggarakan Piala Pj Bupati

Tapanuli Utara Tahun 2024 Turnamen Sepak Bola Antar SMA/SLTA

Sederajat Se Kabupaten Tapanuli Utara - Piala Pj Bupati Tapanuli Utara

Tahun 2024 yang kemudian dihadiri oleh Calon Bupati Tapanuli Utara

Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP)

d. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 Pj Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma

Sihombing, S.sos.,M.Ap melaksanakan kegiatan Jalan Santai yang

dihadiri oleh Bakal Calon Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran

Hutabarat (JTP) dan Kapolres Tapanuli Utara Ernis Sitinjak.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa Pj Bupati

Tapanuli Utara Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan Pemkab yang dihadiri Forum

Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) selalu mengikut sertakan

Bakal Calon Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat (JTP)

sehingga terlihat jelas bentuk dukungan dan keberpihakan kepada Bakal

Calon Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat (JTP).

f. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 di Gedung Kesenian Sopo

Partungkoan, Tarutung, Pj Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma

Sihombing, S.sos., M.Ap dengan Kapolres Tapanuli Utara dan Kajari

Tapanuli Utara mengundang seluruh Kepala Desa dalam acara

pembinaan hukum dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pilkada

yang akan datang. (vide Bukti P-... )

g. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Pj Bupati Dr. Dimposma

Sihombing, S.sos.,M.Ap melarang dan mengusir Satpol PP yang sedang

melaksanakan tugasnya di TPS 2 Desa Simorangkir Julu, Kecamatan

Siatas Barita (vide Bukti P-... ) sesuai dengan Surat Edaran Nomor

Menteri Dalam Negeri 300.2/239/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan

Satuan Palisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan

Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

(vide Bukti P-... ) yang pada intinya menyatakan menjaga ketenteraman

dan ketertiban di sekitar wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada

saat pemungutan suara dan perhitungan hasil pemungutan suara.

h. Bahwa pada Senin, 18 November 2024 Pj Bupati Dr. Dimposma

Sihombing, S.sos.,M.Ap dalam Raker/RDP DPR RI dengan Mendagri
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dan PJ Gubernur Serta PJ Bupati/Walikota Se-Provinsi Aceh dan 

Sumatera Utara mendapat teguran dari Anggota Komisi 2 DPR RI yang 

pada intinya mendapatkan laporan, surat mosi tidak percaya kepada Pj 

Bupati Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap dan kemudian 

mengingatkan kepada Pj Bupati Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap 

jangan gaduh, netralitas itu penting jangan terlihat seolah-olah bapak 

memihak atau mendukung salah satu paslon. (vide Bukti P-... ) 

2) Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Pj Sekda Kabupaten

Tapanuli Utara Ir. David Sipahutar, M.Si

a. Bahwa Pj Sekda Kabupaten Tapanuli Utara Ir. David Sipahutar, M.Si

mengarahkan kepada ASN dan Pejabat Tapanuli Utara Bidang

Sosialisasi dan Monitoring serta Bidang Analisa Evaluasi dan Pelaporan

agar tidak melakukan monitoring di TPS-TPS pada saat hari

Pemungutan Suara.

b. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Pj Sekda Kabupaten Tapanuli

Utara Ir. David Sipahutar, M.Si melarang dan mengusir Satpol PP yang

sedang melaksanakan tugasnya di TPS 2 Desa Simorangkir Julu,

Kecamatan Siatas Sarita (vide Bukti P-... ) sesuai dengan Surat Edaran

Nomor Menteri Dalam Negeri 300.2/239/SJ tentang Peningkatan

Kesiapsiagaan Satuan Palisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Serta Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan

Umum Tahun 2024 (vide Bukti P-... ) yang pada intinya menyatakan

menjaga ketenteraman dan ketertiban di sekitar wilayah Tempat

Pemungutan Suara (TPS) pada saat pemungutan suara dan perhitungan

hasil pemungutan suara.

3) Keterlibatan, Keberpihakan dan Ketidaknetralan Kapolres Tapanuli

Utara AKBP Ernis Sitinjak., S.H., S.I.K

a. Bahwa AKBP (Purn) Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) yang

merupakan Galon Bupati Tapanuli Utara 2024 nomor urut 02 pada

setidak-tidaknya tahun 2015-2016 menjabat sebagai Kepala Sub Bidang

Laboratorium forensik Polda Sumatera Utara, di tahun yang sama AKBP

Ernis Sitinjak., S.H., S.I.K merupakan bawahan langsung dari Jonius

Taripar Hutabarat (JTP) di Puslabfor Polda Sumatera Utara. Kemudian

pada bulan Desember 2023 AKBP Ernis Sitinjak., S.H., S.I.K ditempatkan

sebagai Kapolres Tapanuli Utara sampai saat ini.

b. Bahwa pada 23 September 2024 Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis

Sitinjak., S.H., S.I.K melakukan pergantian Pejabat Utama (PJU) di
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Polres Tapanuli Utara yaitu Kasat Reskrim AKP Delianto Habeahan 

diganti dengan IPTU Arifin Purba. Dimana IPTU Arifin Purba pernah 

menjadi bawahan langsung AKBP (Purn) Jonius Taripar Parsaoran 

Hutabarat (JTP) pada saat menjabat sebagai Kapolres Tapanuli Utara 

tahun 2018. 

c. Bahwa pada 23 September 2024 Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis

Sitinjak., S.H., S.I.K melakukan pergantian Pejabat Utama (PJU) di

Polres Tapanuli Utara yaitu menjadikan AKP Lambok Stefanus Gultom

sebagai Kabag Ops Polres Tapanuli Utara. Yang mana AKP Lambok

Stefanus Gultom pada tahun 2018 terbukti berpihak pada Jonius Taripar

Parsaoran Hutabarat (JTP) saat mencalonkan Bupati Tapanuli Utara

tahun 2018 sehingga AKP Lambok Stefanus Gultom dipindah tugaskan

ke bagian Lalu Lintas Polres Kabupaten Toba.

d. Bahwa 4 (empat) hari setelah dilantik menjadi Kasatreskrim, tepatnya

pada tanggal 27 September 2024 setelah menjabat sebagai Kasat

reskrim IPTU Arifin Purba membuat surat panggilan yang ditujukan

kepada Camat untuk menghadirkan Kepala-kepala Desa (vide Bukti P­

... ) dengan alasan adanya pengaduan Masyarakat yang bertujuan untuk

memeriksa dugaan penyelewengan Dana Desa T.A 2023, yang mana hal

tersebut jelas-jelas membuktikan keberpihakan yang bersangkutan

dalam rangka memenangkan Calon Bupati Jonius Taripar Parsaoran

Hutabarat (JTP).

B. SISTEMATIS

1) Hal mana dapat dibuktikan berdasarkan:

a. Bahwa terjadi pergantian pejabat utama (PJU) Polres Tapanuli Utara

yang di tujukan untuk membantu / mendukung pemenangan Pasion

nomor urut 02 Jonius Taripar Parsaroan Hutabarat (JTP).

b. Bahwa aparat Polres Tapanuli Utara melakukan pemanggilan kepada

Camat dan Kepala Desa di wilayah Tapanuli Utara dan Kepala Sekolah

di Wilayah Tapanuli Utara dengan tujuan mengarahkan dukungan pilihan

politik dalam pilkada 2024 kepada Pasangan Nomor Urut 02 yang

disamarkan dengan adanya penyelidikan penggunaan Dana Desa dan

Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk Kepala sekolah (vide Bukti

p - ... ).

c. Bahwa Polres Tapanuli Utara melakukan penangkapan dan penahanan

terhadap Saudara Rudi Zainal Sihombing dkk yang merupakan Tim inti

pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 01yang bertujuan
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C. MASIF

panggilan tersebut bertujuan untuk mempertemukan Kepala-kepala Desa 

dengan Galon Bupati Nomor Urut 02 Dr. Jonius Taripar Parsaoran 

Hutabarat {JTP). Kepala-kepala Desa tersebut tidak tahu sebelumnya 

bahwa mereka akan dipertemukan dengan Galon Bupati Nomor Urut 02 

Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP). Pada pertemuan tersebut 

Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) mengatakan kepada para 

kepala desa ''jika tidak bisa bekerja sama dengan JTP maka jangan 

juga bergerak untuk pasangan ca/on lain". (vide Bukti P - ... ). 

Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PJ Bupati Tapanuli

Utara, Pit. Sekda Kabupaten Tapanuli Utara, Kapolres Tapanuli Utara dan

Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang menguntungkan Pasion nomor

urut 02 dan merugikan Pasion nomor Urut 01 mengakibatkan perolehan suara

Pasion nomor urut 02 meningkat signifikan secara tidak wajar dan melawan

hukum sebagaimana uraian dibawah ini

1) Bahwa telah terjadi peningkatan perolehan suara kepada Pasangan Galon

Nomor Urut 02 tidak wajar di Kecamatan Tarutung yang diakibatkan

pelanggaran-pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dibuktikan sebagai

berikut:

a. Terjadi pelanggaran tata cara pemungutan perhitungan suara di TPS­

TPS di wilayah tersebut seperti contoh yang terjadi di TPS 04 Desa

Simamora kecamatan Tarutung Dimana petugas KPPS melakukan

penukaran 120 surat suara sah tercoblos dengan 120 surat suara yang

sudah dicoblos dan dipersiapkan sebelumnya (vide Bukti P - ... ) sehingga

Pasion 02 memperoleh 268 suara dan Pasion nomor urut 01 memperoleh

suara 111. Bahwa, jika penukaran 120 surat suara tersebut dikurangkan

dengan perolehan 268 suara paslon nomor urut 02, maka paslon nomor

urut 02 memperoleh suara sebanyak 148 suara, dan Pasion nomor urut

01 seharusnya bertambah menjadi 231 suara.

Bila dihitung dengan probabilitas dikalikan dengan 120 suara

(diambil/ditukar) sekitar 31,2 persen. Apabila dikalikan dengan 638 TPS

di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara Dimana suara paslon nomor urut 02

sebesar 105.505 suara dikurangkan 31,2 % maka perolehan suara

seharusnya adalah 72.587 suara dan suara paslon 01 58.643 ditambah

32.918 maka perolehan suara paslon nomor urut 01 seharusnya sebesar

91.561 suara atau setara 55,7 %.
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secara demokratis sebagaimana asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil, sebagai berikut: 

1) Pemilihan menjadi tidak LANGSUNG dikarenakan seharusnya pemilihan

memastikan bahwa hak rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk

memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati

nuraninya, tanpa perantara in casu dilakukan oleh orang lain, oknum yang

notabene perampasan hak konstitusional warga negara;

2) Pemilihan menjadi tidak UMUM dikarenakan penyeenggaraan Pemilihan

justru menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga

Masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang;

3) Pemilihan menjadi tidak BEBAS dikarenakan adanya intimidasi melalui

perintah atasan berdasarkan relasi kuasa;

4) Pemilihan menjadi tidak RAHASIA dikarenakan pilihan para pemilih menjadi

sudah bisa ditebak atau diketahui sebelum pemungutan suara dilakukan;

5) Pemilihan menjadi tidak JUJUR dikarenakan penggunaan hak suara para

pemilih tidak sesuai dengan keinginan yang sesungguhnya dari si pemilih

6) Pemilihan menjadi tidak ADIL dikarenakan Pasion nomor urut 02 mendapat

perlakuan yang berbeda yang menguntungkan Pasion nomor urut 02

sekaligus merugikan Pemohon sehingga Pasion Nomor Urut 02 memperoleh

jumlah suara yang sesungguhnya bukan menjadi haknya.

Hal mana nyata-nyata merupakan pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) UU PILKADA sekaligus 

bertentangan dengan asas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU 

PILKADA yang menyatakan Pemilihan dilaksanakan secara demokratis 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adi/ sekaligus 

telah mencederai hakekat dan tujuan pemilihan umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum yang menyatakan Pemilihan Umum yang se/anjutnya disebut Pemilu 

adalah sarana kedau/atan rakyat untuk memilih yang dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

6. Bahwa berdasarkan ketentuan UU PILKADA Pasal 135A secara tegas telah

diatur sebagai berikut:

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa/ 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara
terstruktur, sistematis, dan massif;

(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran
administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat be/as) hari kerja;
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(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara
terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan
Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lam bat 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi;

(5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan
pasangan ca/on.

7. Berdasarkan peristiwa-peristiwa, dampak yang ditimbulkan, berikut dasar hukum

sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas karenanya demi hukum dan

keadilan maka cukup alasan bagi Mahkamah apabila Pasion Nomor urut 02

didiskualifikasi sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tapanuli Utara tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas Pemohon dengan segala hormat memohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan

dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara

Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang

diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB

sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Galon Nomor Urut 2 atas nama

Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, dan Dr. Deni Parlindungan

Lumbantoruan, M.Eng.;

3. Membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Galon Nomor Urut 2 atas nama

Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, dan Dr. Deni Parlindungan

Lumbantoruan, M.Eng sebagai Pemenang / Galon Bupati dan Wakil Bupati terpilih

dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Tapanuli Utara tahun 2024;

4. Memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk menerbitkan

surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Galon Nomor Urut 1 yaitu Satika

Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H. sebagai Galon Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex 

aequo et bono. 
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